KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Pembahasan RUU agar Sesuai Kebutuhan
: Senin, 17 Januari 2022
: Kompas

03

KOMPAS, SENIN |

TIANUARL 2022

Politik&Hukum | 3

Pembahasan RUU agar Sesuai Kebutuhan

Publik berharap pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR dilakukan sesuai kebutuhan
masyarakat. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai 59 persen responden paling mendesak untuk segera disahkan.

i tahun 2022, DI'R RI
Dlulah menctaphan 40
mancangan unding-un-
dang (RULT) masuk dalam Prog-
ram Legislasi Nasional (Pro-
legnas) Prioritas. Dard 40 RUL,
26 ol antaranya usulan DPR. 12
RUT vsulan pemerintah, dan 2
RUL usulan dari P
Beberapa RUU yang diaju
kan DPR di antamngz BUT
tentang Tindak Pidana Keke-
rasan Seksual (TPKS), RUU La
rangan Minuman Berallhol,
’dammkm Huluny

h di antara-
ndungan Data
FPribucdi, BUL Thu Kota N
dan RUU Badan Pembing
Idealogi Pancasity DPD meng
ajukan HUL Hadan Usihy Milik
Desa dan RUU Daerab Kepu-
Lauan,

Hasil jajak pendapat Lithang
Hompas pada 1214 Jaouari
2022 menunjukkan 576 persen
responden  meyskini draf
RUU yang akan dibahas DPR
tahun ini tidak me;
dari kehutuhan

dalamy Prolegnas Irioritas 2022
telah sesual kebutuhan saat
ini Munculnys kerguan ini
mengindikosikan  adanyva se-

jumlah vang  dinilai
publik bk s ehutuhin ss-
at ind. Selain itw hal ini juga
menygam! dibutubkan-

nya skala prioritas agar RUL
mendesak yang sesual kebu
tubin masyarakat perlu segera
disahkan.

Saal ini ada scjumlsh RUU
utams yang menurut m[m—
den periu nios
Dua RUU ini
urgensi yang menventuh lang-
st kehidupan selari-har ma-
syarakal, yakni RULU Penpha-
pusan  Kekerasain  Seksual
(TPKS) dan RUU Perlindungan
Data Pribadi (PDPY. RUU TPKS
dinilai lebih  dari  separuh
responden (59 persen) paling
mendesak unfuk segera disah-
kau oleh DPR RI saat ini. Pan-

dangan ini diungkapkan oleh
responden dari gl latar
belakang pendidikan dan ber-
Tagai daersh di Indonesis

Ada dua faktor yang me-
nyebablian RUU TPKS dinilal
masyarakal paling  mendesak
untuk segera disahan. Perta-
o, semakin banvak kasus ke-
erasan seksual yang terkuak di
Tuang publik yakni §2.2 persen
responden menilai Indonesia
membutuhkan  dasar hukum

yang tegas untuk mencegah ter-

jaulinya kekeraan seksual
Faktor kedua wang mendo-

Terharap

rong  masvarakat

RULI TPKS segera dis
laly tertundanya  pengesahan
RUU tersebut dalam jangka
watktu yang begitu lama, Me-
nurut catatan Kompas pada 2
Januari 2002, DPR saat itu juga
i b didesak  membahas
RUUT Kekerasan Seksual Ar
linya, sudsh lebih dari sembilan
tahun publik menanti RUU ini
disahkan. Di gisi laln, menarut
catatan Komnas Perempuan,
Jasus kekerasan schsual bonyak
ditemui di herbagal bidang, Pa-
da tahun 20019 ada 2001 kasus
hekerasan seksual di ranah ko-
munitas atau publik. Dari se-
luruh kasus, perknsaan men-
dominasi dengan total 715 ka-
an ditkuti pencabulan 551

Sementara pada tahun 2020
ferdapat 962 kasus kekerisan
seksual terhadap perempuan di
ramah publik dengan perkosaan
{229 kasus) dan pencabulan
{166 kasus) juga masih men-
dominasi kasus kekerasan sok-
sual terhadap pere npuan, Me-
lihat angka-angla yang cukup
hesar dan dilengarsi meru-
pakan indikasi sehagai fenome-

segera disahkon,

Menurut Anda, Peraturan/
Undang-undang Manakah
yang Paling Mendesak

Disahkan DPR Saat Ini?

Peraturan terksit
perampasan aset
pelaku tindak
pidana (RUU
Perampasan Aset]
6.1%

Peraturan terkait
perlindungan dat ﬁ
pribadi [RUU Per-
lindungan Data

Pribadi]

15.7%

Peraturan terkait pemindahan
ibu kota negara ke Kalimantan
[RUU lbu Kota Negara)

16.1%

Menurut Anda, apa penyebab tertundanya

pengesahan sejumlah RUU menjadi UL?

Ada kepentingan p

Menurut Anda, perlu atau tdak perukah RUU Tindak Pidana
Kekerasan Seksual menjadl fokus pembahasan pemerintah dan
DPR sehingga dapar disahkan dalam walctu dekat?

Ya, perlu karena semakin banyak kasus _ s
kekerasan seksual i tengah masyarakat Gl

Ya, perlu karena pembahasannya &
et erungs 20 1%

Tidak perlu, karena UU tidak akan mampu I_;

mencegah kekerasan seksual

Tidak perlu, karena harusnya yang | 5 o
Hdak b menjad| prioritas adalah UU lainnya
23 Tidakhhu|1.-
Peraturan terkait
penghapusan Yakin atau tidak yakinkah Anda  Yakin atau tidak yakinkah
kekerasan RUU yang masuk skala prioritas = Anda DPR di tahun 2022
seksual (RUU pembahasan di DPR tahun ini akan dapat menyelesaikan
Tindak Pidena  sequgi dengan kebutuhan pembahasan UY sesuai
Kekerasan masyarakat saat ini target prioritas?
Seksual)
0% Tidak — Tidak tahu Tidak tahy
yakin A 2% i
g ta, yakin Yakin
semua RUU IR
%

I

Pembahasan bartela-tele NN ;7 7'
Tidak dibahas secara serius [N 10 6%

Butuh pembahasan yang detail I 13.5%
Lainnya |06
Tidak tahu 2.5

7 persen respanden
indungan Data
[ni telah digodok
sejuk 2012 dan masih helum
disahkan hingga oot ini. Ba-
nyaknya pengiuna internet di
Indonesia dan maraknya ke-
bocoran data tentu perlu di-
imbangi regulasi perlindungan
data publik yang memadai,
Menuwnt catatan footsuite
dan We Are Social, jumlsh
pengguna internet di fndonesia
pada tahun 2021 diperkirakan
menapai 2026 juts jiws sl
737 persen dari jumlah pen-
duduk. Jumlah petgguna in
ternel di Indonesia mengalami
kenaikan 155 persen diban-

dingkan tahun sehelumny, Se-
makin banyakiya pengguna in-
ternel aktif di Indonesia turul
menimbulkan  kekhawatiran
bagl masyarakat tethadap ke
amanan data pribiadi.
Kasus kehocoran data untuk
pitjaman daring ilegal. hingga
shocoran data pengguna me-
sostal menjadi hal yang di-
rhan kemball  berjad
ni telsh heberaps kali
terjadi di Indonesia. Pada April
2021, misalnya, dala pribadi
vang meliputi nama lengkap,
nomot telepon. kokasi, tanggal
lahir, jender, pekerjaan, hingg
alamat surat elektronik darf se-
kitar 130000 pengguna o
vehook di Indonesia hocor dan
disebartuaskan di sebualy situs

Yakin, sebagian RUU
i5

peretas. Kasus-kasus sem:
itu vang mendorong masyara-
kat herharap KU Perlindu.
an Data Pribadi dapat segera
disalkan.

Seluin itu, KULT Thu Kota
Negara juga dinilai 161 perseny
responden perlu segera disah
Kan, Pandangan ini diungkap-
kan responden di Pulau Jawa
maupun luar Pulau Jawa, Mun-
culiy harapan ini boleh jadi
tidak terlepas dari harapan pub-
lik pada pemerataan ekonomi
di luar Pulau Jaw

Tantangan

Dalam memenuhi harapsan
publik, ada sejurmlah tantangan
dalam pengesahan BUL sesus
skala prioritas vang dibutuhkan

masyarskat, Sebanyak 36,2 per-
selt responden menilai banyak-
nya kepentingan palitk men-
judi s satu faktor yang
menghambat pepgesahan RULL
Pandsngan ini cukup waja
mengingat dalam penmbahasan
RUU banvak pihak yang dilibat-
an dari lembegta eksekutif, le-
gislatif, ahli, hingga perwakilan
al.

yang, dinilai
responden menjadi pengham-
hal adalah pada fahap pem-
hahasan. Sebagian responden
menganggap RUU yang dibu-
ik & diba-
an dibahas berte-
Sementara
responden linnya me
ta RUL membutulkan pem-

bl n yang detail sehingga
batuh waktu yang cukap lana

Dalam tahap pembah
sebuah RUU memang kerap ka-
li nacnimbulkan pro dan kontra.
RULTPRS, misalnya, menim-
bulkan perdebatan temmz de
finisi dun penggunsan
an Selain itu,
RUU ini juga pmnh dianggap
sejumla kalangsn sehagai pin-
tu masuk hagi me - seks
belas, lesl biscksua
serts Wnn«.jpml»r Wondis in
Juga berpengaruh padalunanya
pembahasan HULL

Tantangan pada saat pem-
bahasan hingza dialog politik
vang menyerlainyg adalah pro-
ses politik yang pasti dilali
dalam pembuatan UL Namu,
proses ini Lentu semesting:
dak menjadi alasan untuk me-
nunda ataw memperdambat pe
ngesahan suatu HULL

Apalagl, jika menengel atur-
an yang dibuat DPI dalam Per-
aturan PR RI Namaor 2 Tahun
2019 tentang Tata Car l‘cnw
sunan Program Ley
stonal, prolegnas prl«mn.
hunan adalah bagian dari pro
leginus jangrka menengsh untuk
satu kali masa keanggotaan
DPIL Artinya, pembahasan se
mesting dapat selesal sesuni
target dan tidak melebihi batas

m ihalan anggota DPR se-
lama lima tshun,

Pada satu sisi, nunculiva ha
rapan dan pandamgan publik
pada pengesahan RUL sesuai
priotitas keburuban adalab wa
judl kepedulian masyarakat -
da situasi negara yang perlu
didengar dan diakomodasi.

Kinerja DPR dalam penye-
Iwu'ul pcml\ah'\.-ﬁn whuuh

oritas tahunan akan menjadi
Jaminan kevakinan publik ter
hadap kinerja DPR. Publik ber-
harap pemerintzh dan DPK be-
nar-benar menvelesaikan target
menyusun undang-undang di-
dasari oleh kebutuhan yang pa-
ling mendesak di masyarakat.

(DEDY AFR1S (5
Litboang Kompas)
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